SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana, perlu dilakukan penyempurnaan agar lebih
memberikan kepastian hukum terhadap
pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan pelaksanaan kegiatan terkait program
kependudukan, keluarga berencana, dan
pembangunan keluarga, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Mengingat

—

Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana,;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Menetapkan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
455);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun
2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Penyuluh KB berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi

pratama, pejabat administrator, atau pejabat



(2)

(3)

(4)

pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Penyuluh KB.

Penyuluh KB merupakan pelaksana teknis
fungsional dalam Program KKBPK pada Instansi
Pembina dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kedudukan Penyuluh KB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja,
analisis jabatan, dan analisis beban kerja
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan jabatan karier PNS.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 29

Usulan penetapan Angka Kredit bagi Penyuluh KB

diajukan oleh:

a.

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
lini lapangan atau pejabat pimpinan tinggi madya di
lingkungan BKKBN kepada pimpinan Instansi
Pembina untuk Angka Kredit Penyuluh KB Ahli
Utama di lingkungan BKKBN;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
kantor perwakilan atau pejabat pimpinan tinggi
madya di lingkungan BKKBN kepada pejabat
pimpinan tinggi madya yang membidangi advokasi,
penggerakan dan informasi untuk Angka Kredit
Penyuluh KB Ahli Madya/Madya di lingkungan
BKKBN;

pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang

membidangi advokasi, penggerakan dan informasi



BKKBN untuk Angka Kredit Penyuluh KB Ahli
Madya/Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta;

d. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian
kepada pejabat pimpinan tinggi pratama Perwakilan
BKKBN Provinsi untuk Angka Kredit Penyuluh KB
kategori keterampilan dan Penyuluh KB Ahli
Pertama/Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli
Muda/Muda di lingkungan BKKBN; dan

e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kepegawaian pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang
membidangi kesekretariatan pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta untuk Angka Kredit Penyuluh
KB kategori keterampilan dan Penyuluh KB Ahli
Pertama/Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli
Muda/Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit,

yaitu:

a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit
Penyuluh KB Ahli Utama di lingkungan BKKBN;

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
advokasi, penggerakan dan informasi untuk Angka
Kredit Penyuluh KB Ahli Madya/Madya di
lingkungan BKKBN dan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama Perwakilan BKKBN
Provinsi untuk Angka Kredit Penyuluh KB kategori
keterampilan dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama
sampai dengan Penyuluh KB Ahli Muda/Muda di

lingkungan Instansi Pembina; dan



d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk Angka Kredit Penyuluh KB kategori
keterampilan dan Penyuluh KB Ahli
Pertama/Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli
Muda/Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 31

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibantu oleh

Tim Penilai yang terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi Instansi untuk Angka Kredit
bagi Penyuluh KB Ahli Madya/Madya dan Penyuluh
KB Ahli Utama di lingkungan BKKBN;

b. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya
yang membidangi advokasi, penggerakan dan
informasi untuk Angka Kredit bagi Penyuluh KB Ahli
Madya/Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta;

c. Tim Penilai Unit Kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk
Angka  Kredit bagi Penyuluh KB kategori
keterampilan dan Penyuluh KB Ahli
Pertama/Pertama sampai dengan Penyuluh KB Ahli
Muda/Muda di lingkungan BKKBN; dan

d. Tim Penilai Unit Kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
madya yang membidangi kesekretariatan pada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Angka Kredit
bagi Penyuluh KB kategori keterampilan dan
Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama sampai dengan
Penyuluh KB Ahli Muda/Muda di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(3)

Pasal 32

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,

terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis

yang membidangi penyuluhan KKBPK, unsur
kepegawaian, dan Penyuluh KB.

Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota;

b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) harus berjumlah ganjil.

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

paling rendah pejabat administrator atau Penyuluh

KB Ahli Madya/Madya.

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian

pada unit kerja masing-masing.

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penyuluh KB.

Syarat untuk menjadi anggota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh KB
yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk
menilai Angka Kredit Penyuluh KB; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit.

Apabila jumlah anggota sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh

KB, dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki

kompetensi untuk menilai kinerja Penyuluh KB.



(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. pimpinan instansi untuk Tim Penilai Pusat; dan

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang

membidangi advokasi, penggerakan dan

informasi untuk Tim Penilai Unit Kerja.

6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (6) diubah,
sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
Penyuluh KB jenjang Pelaksana Pemula
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana dan Angka Kreditnya yang belum
memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga),
melaksanakan tugas jabatan Penyuluh KB
Terampil /Pelaksana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(2) Pejabat Fungsional Penyuluh KB yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana dan Angka Kreditnya serta menduduki
jabatan Penyuluh KB jenjang Terampil/Pelaksana,
jenjang Mahir/Pelaksana Lanjutan, dan jenjang
Penyelia, yang tidak memiliki ijazah D-3 (Diploma-
Tiga) dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau
pangkat sampai dengan jabatan dan/atau pangkat
paling tinggi dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
KB kategori keterampilan.

(2a) Pejabat Fungsional Penyuluh KB Pelaksana



(3)

(4)

(9)

(6)

Pemula yang diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan
Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau
pangkat sampai dengan jabatan dan/atau pangkat
paling tinggi dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
KB kategori keterampilan.

Pejabat Fungsional Penyuluh KB jenjang Pelaksana
Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memperoleh ijazah D-3 (Diploma-Tiga) paling lama
8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.

Pejabat Fungsional Penyuluh KB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setiap tahun wajib
mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat,
tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur
penunjang paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh
lima) yang merupakan dasar penilaian SKP setiap
tahun.

Usul penilaian dan penetapan Angka Kredit
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang ditunjuk
paling rendah Pejabat Administrator yang
membidangi pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.

Penilaian  dan penetapan  Angka = Kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
oleh Tim Penilai Perwakilan dan ditetapkan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan

BKKBN Provinsi.



1.

-10 -

Pasal II

Diantara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) bab,

yakni BAB XVIIIA, dan disisipkan 1 (satu) pasal diantara

Pasal 47 dan Pasal 48 yakni Pasal 47A, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

BAB XVIIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47A

Pejabat Fungsional Penyuluh KB Pelaksana Pemula
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan
Angka Kreditnya yang telah memperoleh ijazah
diploma tiga dapat diberikan kenaikan jabatan
dan/atau pangkat sampai dengan jabatan dan/atau
pangkat paling tinggi dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh KB kategori keterampilan.

Pejabat Fungsional Penyuluh KB Pelaksana Pemula
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan
Angka Kreditnya yang telah memperoleh ijazah
sarjana atau diploma empat dapat diangkat ke
dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB kategori
keahlian sesuai peraturan yang berlaku.

Pejabat Fungsional Penyuluh KB Pelaksana Pemula
yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan
Angka Kreditnya yang telah memperoleh ijazah

sarjana atau diploma empat namun belum
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memenuhi ketentuan pengangkatan ke dalam
Jabatan Fungsional Penyuluh KB kategori keahlian
dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau
pangkat sampai dengan jabatan dan/atau pangkat
paling tinggi dalam Jabatan Fungsional Penyuluh
KB kategori keterampilan.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 209

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENQA/YAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukqn‘%omu‘nikasi, dan Informasi Publik,




